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RINGKASAN

PERADILAN MILITER DI INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKUNYA (Toetik Rahayuninggih, 46 halaman)

Ramainya kasus-kasus pidana akhir-akhir ini dengan melibatkan anggota  militer
bersama-sama dengan orang sipil telah menarik perhatian untuk pengkajiannya secara
mendalam. Keterlibatan anggota ABRI bersama-sama dengan orang sipil dalam
melakukan suatu tindak pidana dalam hukum pidana termasuk dalam perkara koneksitas,
artinya ada dua pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan yang berbeda yaitu
perdilan umum bagi orang sipil dan peradilan militer bagi mereka yang anggota militer.
Bagi orang sipil tunduk sepenuhnya pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), sedangkan bagi anggota militer tunduk pada Hukum Acara yang diatur dalam
Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer.

Perkara koneksitas merupakan persoalan hukum yang unik. Keunikan perkara
koneksitas terietak pada hukum acaranya. Namun berdasarkan Pasal 89 KUHAP maupun
Undang-undang No.31 Thn.1997 untuk pemeriksaan perkara koneksitas pada prinsipnya
merupakan kewenangan peradilan umum, kecuali ditenfukan lain oleh aturan perundang-
undangan. ]

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahut apakah yang dimaksud dengan
tindak pidana militer dan prosedur pemeriksaannya; dan untuk mengetahui apa yang
dimaksud dengan perkara koneksitas dan prosedur penanganannya.

Hasil penclitian menunjukan bahwa tindak pidana militer merupakan suatu tindak
pidana yang dilakukan olch seorang militer, baik melanggar ketentuan yang diatur secara
khusus dalam Undang-undang No.39 Thn.1947 tentang KUHP Militer maupun yang
diatur dalam KUHP dan peraturan hukum pidana lain. Dalam hal ini yang dipentingkan
adalah subjek/pelaku merupakan justisiabel peradilan militer. Prosedur penanganan
seorang militer yang melakukan tindak pidana akan berlaku ketentuan hukum acara
peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang
Peradilan Militer. Jika dibandingkan dengan ketentuan hukum acara pidana yang diatur
dalam Undang-undang No.8 Thn.1981 tentang KUHAP sudah tentu ada perbedaannya.
Perbedaan mana terletak pada Atasan yang berwenang untuk menghukum (Ankum) dan
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Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang berperan sangat penting untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini yang tidak
dijumpai dalam KUHAP.

Dalam hal terjadi perkara koneksitas dalam kenyataannya jika terjadi tindak
pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara scorang yang termasuk dalam
justisiabel peradilan militer dan sescorang yang termasuk dalam justisiabel peradilan
umum maka pemeriksaan perkaranya akan dilakukan secara terpisah, artinya scorang
militer akan diperiksa di Mahkamah Militer dan orang sipil akan diperiksa di pengadilan
negeri. Secara teoritis, terjadi perkara koneksitas, manakala terjadi tindak pidana yang
dilakukan secara bersama-sama oleh mereka yang tunduk pada perailan militer dan
mereka yang tunduk pada peradilan umum, terhadap mereka akan dilakukan persidangan
pada satu sidang pengadilan, yaitu akan diperiksa oleh pengadilan di lingkungan
" peradilan umum. Namun demikian dapat dimungkinkan pemeriksaan perkaranya
dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer. Mengenai pemeriksaan
perkara koneksitas prosedurnya scbagaimana ditentukan dalam Ketentuan Pasal-pasal 89-
94 KUHAP maupun Pasal-pasal 198-203 Undang-undang No.31 Thn.1997, akan
dibentuk tim tetap yang terdiri dari unsur-unsur baik dari lingkungan peradilan militer
maupun peradilan umum.

Saran dari hasil penclitian, dalam tindak pidana militer peran yang sangat penting
yang dimiliki oleh Ankum dan Papera membuktikan bahwa objektifitas pemeriksaan
perkara di peradilan militer perfu dipertanyakan, oleh karena untuk dapatnya perkara
diajukan ke depan pengadilan sangat digantungkan olehnya. Untuk itu perlu diadakan
pembatasan kewenangan guna menghindari subjektifitas penanganan perkaranya.
Mnengenai pemeriksaan perkara koncksitas uniuk diselenggarakan, baik di lingkungan
peradulan umum ataupun di lingkungan peradilan militer, karena sccara teoritis
pengaturannya sangat jelas.

(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: No.Kontrak : 4878/ JO3/ PG/
2002 Tanggal 07 Juni 2002)
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga
dapat disclesaikan laporan penelitian yang berjudul : "PERADILAN MILITER DI
INDONESIA DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUNYA”. Peneclitian
ini dapat terlaksana dengan biaya DIK Rutin Universitas Airlangga Tahun Anggaran
2002, SK Rektor Nomor 4878/J03/PG/2002, Tanggal 7 Juni 2002. |
Ucapan terima kasth tak lupa saya sampaikan pada pihak-pihak yang telah
membantu terlaksananya penelitian ini, yaitu: ‘
1. Rektor Unair;
2. Ketua Lembaga Peneclitian Unair;
3. Babinkum Mahkamah Militer lI-12 Surabaya;
4. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu.
Hasil penelitian ini memang belum dapat dikatakan sempurna, karena itu masukan,
kritik dan saran masih sangat diperiukan guna mengisi kekurangan penulisan tersebut.
Namun demikian penulis berharap, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi mercka

yang membutuhkan.

Surabaya, Desember 2002

Peneliti.
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BABI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Ramamya kasus-kasus pidana akhir-akhir ini dengan melibatkan anggota  TNI atau
POLRI bersama-sama dengan orang sipil telah menarik perhatian untuk dilakukannya suatu
penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana ketentuan hukum pidana
yang ditegakkan baik terhadap anggota militer maupun orang sipil telah memenuhi rasa
keadilan masyarakat Oleh karena selama mi terdapat hal-hal yang tidak diketahui oleh
masyarakat luas berkenaan dengan proses penegakan hukum pidana terhadap anggota
militer.

Keterlibatan anggota ABRI bersama-sama dengan orang sipil dalam melakukan suatu
tindak pidana dalam hukum pidana termasuk dalam perkara koneksitas, artinya ada dua
pengadilan yang berada dalam lingkup peradilan yang berbeda yaitu perdilan umum bagi
orang sipil dan peradilan militer bagi mereka yang anggota TNI/POLRI yang memeriksanya.
Perkara koneksitas merupakan persoalan hukum yang unik. Keunikan perkara koneksitas
terletak pada hukum acaranya. Bagi orang sipil tunduk sepenuhnya pada Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana materiil dan hukum pidana forminya
adalah Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan bagi anggota
militer tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sebagai hukum
pidana materiil dan hukum formilnya adalah hukum acara yang diatur dalam Undang-
undang No.31 Thn. 1997 tentang Peradilan Miliier.

Khusus bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana bersam-sama dengan
orang sipil, untuk menentukan peradilan manakah yang lebih berwenang menangani
perkaranya sangat ditentukan okh kualitas kejahatan yang telah dilakukan serta siapa yang

paling dirugikan dalam perkara tersebut. Untuk menentukan kewenangan mengadili bagt
" tI Ik
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anggota militer yang melakukan perbuatan pidana harus memperoleh persetujuan dari Ketua
Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.35 Thn.1999 mensyaratkan
hal itu.

Persoalan yang menarik untuk diketashui berkenaan dengan pola pemeriksaan di
peradilan militer yang banyak diniliai sangat tertutup dan sangat subjektif, sehingga jarang
sekali dipublikasi kasus-kasus yang diputus oleh peradilan militer. Kenyataan seperti ini
perlu knjmn yuridis normatif untuk memperoleh informasi mengenai ketentuan teknis/
hukum sacera militer yang diterapkan pads enggota TNI maupun POLRI yang‘ telah
melakukan tindak pidana atau pelanggaren displin. ‘

Bersamaan dengan diundangkannya Undeng-undang No.39 Thn.1999 tentang hak
Asasi manusia, di mana dalam salah satn pertimbangannya disebutkan bahwa bangsa
Indonesia sebagai anggota PBB mengemben tanggung jawab moral dan hukum untuk
menjunjung tinggi Deklarasi Universal tenteng Hak Asasi Msnusia yang ditetapkan oleh
PBB serta berbagai instrumen intemasional hinnya mengenai hak esasi manusia yang telsh
diterima oleh negara Indonesia, telah menjadikan hak asasi sebagai tolok ukur keberhasilan
penegakan hukum secara umum di Indonesia.

Khusus mengenai perkara koneksitas yang terjadi akhir-akhir ini telah menjadi pusat
perhatian duniz internasional khususnya dalam mcmecéhkxm persoalan pelanggaran hak
asasi manusia bak di Timtim maupun di Acch serta di beberapa wilayah lainnya di
Indonesia, telah menjadikan persoalan koneksitas menjadi salah satu persoalan yang menarik
untuk dikaji dalam penelitian ini.

Sebagamana diketahui ketentuan hukum yang mengatur masalah koneksitas terdapat
di dalam Undang-undang No.8 Thn. 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) khususnya dalam Pasalpasal : 89-94; dalam Undang-undang No.31
Thn. 1997 tentang Peradilan Militer diatur dalam Pasal-pasal 198-203, selain itu juga diatur
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di dalam Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-undang
No.14 Thn.1970 scbagaimana telsh disempumakan melalni Undang-undang No.35
Thn.1999.

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.35 Thn.1999 mengatur tindak pidana yang
dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum
dan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum,
kecuali jika menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan
dindili olkh pengadilan di lingkungan peradilan Militer. Adapun Penjelasannya adalah:
“Kewenangan peradilan umum untuk mengadili perkara-perkare, yang dilakukan oleh
anggota TNI atau POLRI bersama-sama dengan orang sipil pada hakekatnya merupakan
suatu kekecualian atau penyimpangan dari ketentuan, bahwa seseorang seméstinya diadili
di sidang pengadilan masing-masing. Hal tersebut merupakan perkecualian, maka
kewenangan pengadilan umum terbatas pada bentuk-bentuk penyertaan dan pembantuan
dalam suatu delik, seperhsebagmmana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 juga memberikan kewenangan kepada Ketua
Mahkamah Agung untuk menetspkan peradilan militer sebagai peradilan yang berwenang
mengadili perkara koneksitas tersebut. Penyertaan pada suatu delik militer yang murni okh
orang sipil dan perkara penyertaan dimans unsur militer melebihi unsur sipil misalnys,
dapat dijadikan lsndasan menetaspkan pengadilan lain daripada pengadilin umum, ialah
pengadilan militer untuk mengadili perkare-perkara demikian. Jka dalam hal mengadili
oleh pengadilan militer, maka susunan hakim adalah dari pengadilan militer dan pengadilan
umum. Dalam hal ini kepentingan justsiable tetap mendapat perhatian sepenuhnya, yaitu
dalam susunan hakim yang bersidang Dalam waktu perang dimana berlaku hukum
eksepsional ataupun hukum luar biasa, meskipun tindsk pidana itu dilakukan bersama-sama

dengan orang sipil, anggota TNI atau POLRI tidak ditarik dari pengadilannya”.
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Persoalan timbul sehubungan dengan lepasnya POLRI dari tubuh TNIL, yang mana
mempunyai dampak yuridis bahwa organisasi kepolisian ini semenjak dikeluarkannya
Undang-undang No. 2 Thn.2002 tidak lagi menjadi bagian dari militer namun menjadi
bagian dari sipil Hal ini berarti apabila anggota POLRI mehkukan kejehatan tidak lagi
tunduk pada peradilan militer melainkan menjadi kewenangsn peradilan umum untuk
memeriksanya.

Sejarah panjang masuknya POLRI ke dalam TNI temyata berkonsekuensi bahwe
tidak mudsah untuk menghilangkan tradisi militer di tubuh POLRI, persoalan inilsh yang saat
ini dihadapi POLRI sehubungan dengan lepasnya POLRI dari bagian TNL Sehingga untik
membawa persoalan kejahatan yang dilakukan anggota TNI ke peradilan umum sgaknya
tidak mudah. Karena ANKUM juga masih ada di dalam PCLRI.

Sehubungan dengan dmundangkannya Undang-undang No.2 Thn.2002 tentang
Kepolisian RI, sebagaimana diamanstkan dalam Tap MPR No.VI/MPR/2000 dalam
pertimbangannya menyebutkan, salah satu tuntutan reformasi dan tantangan masa depan
sdalah dilakukannya demokratisasi maka diperlukan reposisi dan restrukturisasi ABRI,
sebagai akibat penggabungan kebijakan dalam bidang hankam ( TNI AD, AL, AU dan
Kepolisian Negara RI ) dalam ABRI schingga terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara
peran dan fungsi TNI sebagai kekuatan hankem dan peran dan tugas Kepolisian Negara
RI. Berdasarkan alasan tersebut perlu adanya ketetapan MPR tentang pemisahan organisasi
TNI dan organisasi Kepolisian negara RL

Kebutuhan pembentukan undang-undang Kepolisian yang sangat mendesak karena
POLRI akan melepaskan diri dari TNI. Untuk itu UU No.28 Thn.1997 tentang POLRI perlu
diganti untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang serta hak dan tanggung jawab
POLRL Di samping itu ada beberapa undang-undang yang berkailan dengan pelaksanaan

tugas dan wewenang polisi perlu dinyatakan tidak berlaku lagi khususnya bagi POLRI. Hal
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ini sejalan dengan amanat Tap. MPR No.VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI
den Tep MPR No. VIIMPR/2000 tentang peran TNI dan Peran POLRL

Mengenai peran berbeda yang dimilki TNI dan Polri sebagaimana diamanatkan
dalam Tap MPR No.VI/MPR/2000 tentang peran TNI dan Peran POLRL Pasal 2 ayat (1)
menyebutkan TNI merupaksn alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara
kesatuan RI. Selanjutnya dalam ayat (2) TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok
menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan RI . Sedangkan peran
Polri scbagaimana distur dalam Pasal 6 ayat (1 ) Kepolisian negara RI merupakan alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarskat Ayat (2): Dalam
menjalankan perannya kepolisian negara RI wajib memiliki keahlian dan ketrampilan secara
profesional.

Berdasarkan pertimbangan pembentukan Undang-undang No.2 Thn.2002 antara lain:
bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melslui upaya penyelenggaraan fungsi
kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamenan dan ketertiban masyarakat, penegakkan
hukum, pengayoman masyarakat dan pelayanana kepada masyarakat dikkukan oleh
Kepolisian Negara RI selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung
tinggi hak asasi manusia. Hal menarik sechubungan dengan pmgahiran tersebut adalah
berdasarkan Pasal 29 ayat (I)nya Anggota Kepolisian negara RI tunduk pada kekuasaan
peradilan Umum; ayat (2)nya ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan penegasan schagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No.2
Thn.2002 maka, anggota Kepolisian negara RI tidak tunduk lagi pada peradilan militer, hal
ni sebagi konsckuensi dari pemisahan institusi ini dari TNL Lebih lanjut sejak undang-

undang ini diundangkan pada 8 Januani 2002, maka terhadap anggota kepolisian tunduk
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pada peradilan umum. Dengan demikian kewenangan peradilan militerpun tidak lagi
menjangkau anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum.

Seiring dengan pemisahan Polri dani tubuh TNI sebagaimana diamanatkan dalam Tap
MPR VIMPR/2000, dan Tap MPR No. VI'MPR/2000 tentang peran TNI dam Polri, maka
secara tegas pengaturan masalah Polri diatur berdasarkan Undang-undang No.2 Thn.2002,
sedangkan dalam Undang-undang No.3 Thn.2002 mengenai Pertahanan Negara. Secara
tegas dalam Pasal 10 Undang-undang No.3 Thn.2002 disebutkan:

(1) Tentara Nasional Indonesia berperan scbagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik
Indonesia;

(2) Tentam Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan
Udarm;

(3) Tentara Nasional Indonesa bertugas melaksanakan kebijatan pertahanan negara untuk:

mempertahankan kedaulatan negam da keutuhan wilayah;

melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;

melaksanakan operasi militer selain perang dan,

ikut serta sccara aktif dalam tugas pemeliharaan perdama:an regional dan

mnternastonal.

aoop

Oleh karena anggota Kepolisian negara RI tidak tunduk pada peradilan militer
mehinkan tunduk pada peradilan umum, mka ruang lingkup penelitian ini hanya terkait
dengan kewenangan peradilan militer bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang
melakukan tindak pidana/pelanggaran hukum.

2. Rumusan Masalah:
Berdasarkan Iatar belakang uraian di atas permasalahan yang menarik untuk diteliti
adalah scbagai berikut:
1. Apakah yang dimaksud dengan tindak pidana militer ?
2. Bagaimanakah prosedur penanganan pelaku tindak pidana adalah anggota militer ?
3. Apakah yang dimaksud dengan perkara koneksitas ?

4. Bagaimanakah prosedur penanganan perkara koneksitas?

LAPORAN PENELITIAN PERADILAN MILITER DI... TOETIK RAHAYUNINGSIH



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah
negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(maachtstaat). Hal tersebut mengadung pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara
hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang menjunjung hak
asasi manusia dan menjamin setisp warganegara bersumaan kedudukennya dalam hukum
dan pemerintahan denga tidak ada kecualinya Penegakan hukum dan kcadilan harus
dilaksanakan oleh setiap warganegara, penyekmggara negara, lembaga kenegaraan dan
lembaga kemasyarakatan.

Sebagaimana dikemukakan Soerjono Soeckanto, secara konsepsional, inti dan arti
penegakan hukum  terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilainilai yang
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantab dan mengejawantah dan skap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhr untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983:3). |

Selanjunya menurut Soedarto secara fungsional sistem  penegakan hukum
merupakan suatu sistem aksi, yaitu sekian banysk aktifitas yang dilakukan alat perlengkapan
necgara dalam menegakkan hukum. Yang dimaksud alat pernegak hukum tidak saja meliputi
aparat kepolisian, kejaksaan melainkan secara luas meliputi pembuat undang-undang, hakim
dan aparat cksekusi pidana (Soedarto, 1986: 112).

Dam keitannys dengan penelitian mengenai peradilan militer dan penegakan
hukum terhadap pelakunya, persoalan penegakan hukum scbagaimana dikemukakan dua
pendapat di atas secara scderhana diartikan bahwa terhadap pelaku yang notabene adalah

seorang militer yang mclakukan suatu tindak pidana maka terhadapnya akan dilakukan suatu

LAPORAN PENELITIAN PERADILAN MILITER DI... TOETIK RAHAYUNINGSIH



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

8

proses hukum yang tunduk pada peradilan militer yang berbeda dengan peradilan umum,

baik untuk hukum materiilnya maupun dari segi hukum formilnya. Yang kesemuanya itu

merupakan aktifitas alat perlengkapan negara bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan

mempertahankan kcdamaian pergaulan hidup di samping untuk menjamin keadilan dan
kepastian hukum.

Sebagai warganegara yang mempunyai  kekhususan  dibandingkan  dengan
warganegara pada umumnys, prajurit Angkstan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
tunduk pada Undang-undang No.3 Th.2002 tenlang Pertahanan Negara yang menggantikan
ketentuan sebelumnya yaitu Undang-undang No.20 Thn.1982 jo. Undang-undang No.1
Thn1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Keamanan Negara yang dirasakan tidak sesuai
lagi dengan kondisi saat ini.

Dalam Undang-undang No.14 Thn.1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman ditetapkan bahwa salah satu penyelenggaraan kekuasaan kehakiman
dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradiin militer, termasuk kekhususannya
yang susunanan dan kekuasaannya diatur tersendiri. Keberadaan peradilan militer deat
oleh Undang-undang No.20 Thn.1982 Jo.Undang-undang No.1 Thn.1988 tentang keientuan
Pokok  Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa
Angkatan Bersenjata mempunyai peradilan  tersendiri  dan  komandan-komandan
mempunyai wewenang penyerahan perkara.

Adapun kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan militer scbagaimana diatur
dalam Pasal 9 Undang-undang No.31Thn.1997 adalah:

(1) Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh sescoang yang pada waktu melakukan
tindak pidana adalah:
a. Prajuri,
b. Yang berdasarkan undang-undang diperssmakan dengan Prajurit;

c. Anggota suatu golongan atau jawatan atsu badan atau yang dipersamakan atau
dianggap schagaima prajurit berdasarkan undang-undang;
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d. Sescorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, b dan huruf ¢ tetapi atas
keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili suatu
Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

‘2) Memeriksa dan memuius dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata;
(3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan

atas permintaan dari phak yang dirugikan sebagai akibst yang ditimbulkan oleh tindak
pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedus perkara tersebut
dalam satu putusan,

Dengan berlakunya undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer, maka
. beberapa undang-undang telash dinyatakan tidak berkku, seperti: _Undang-undang No.5
Thn.1950 tentang Undang-undang Darurat tentang Susunsn dan Kekuasaan
Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peredilan Ketentaraan; Undang-fmdang No.6
Thn. 1950 Undang-undang Darurat tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara:
Undang-undang No.5 /PNPS/Thn.1965 tentang Pembentukan Pengadilan Bersama
Angiatan Bersenjata dan Undang-undang No.3 /Pnps / Thn 1965 tentang Memperlakukan
Hukum Pidana Tentara, Hukum Acara Pidana Tentara dan Hukum Disiplin Tentara bagi
Anggota-anggota Angkatan Kepolisian.

Seperti diketshui peradilin milter yang distur dalam Undang-undang No.31
Thn.1997 adalsh merupakan hukum acerahukum formil, sedangkan untuk hukum materiil -
tunduk pada undang-undang No.39 Thn.1947 yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Militer (KUHPM). Disamping itu masih terdapat ketentuan tentang Hukum Disiplin Prajurit
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang No.26
Thn.1997. Peraturan tersebut mengenai pelanggaran hukum disiplin oleh prajurit ; jenis-jenis
hukuman  disiplin; penyelesaian  pelanggaran; pelaksanaan hukuman disiplin, hingga
pengajuan keberatan.

Seperti diketahui bahwa berlakunya KUHPM  di Indonesia berdasarkan asas
konkordansi yaitu berasal dari Wetboek van Miltair Strafrecht yang telsh disempurnakan
dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia menjadi Undang-undang No.39 Thn.1947

(E.Y Kanter dan S.R. Sianturi 1981: 11). Di samping itu hukum militer di Indonesia
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berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI) yang merupakan bagian dan berasas
pokok pada hukum nasional Adapun landasan hukum militer Indonesia adalah: (E.Y.Kanter

dan S.R. Sianturi, 1981: 8-9)

Pancasila

UUD 1945

Sapta Marga;

Sumpah Prajurit dan
Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

i

Sumber-sumber formilnya:

UUD, UU dan peraturan lainnya;
Adat dan kebiasaan-kebiasaan;
Perjanjian-perjanjian Internasional;
Putusan-putusan hakim
Doktrin-doktrin Militer Indonesia.

SN B W -

Cakupannya meliputi:

Hukum Disiplin Militer;

Hukum Pidana Militer;

Hukum Acara Pidana Militer;,

Hukum Kepenjaraan Militer;

Hukum Pemerintahan Militer atau Hukum Tata Negara (Darurat) militer;
Hukum Administrasi Militer

Hukum Internasional (hukum perang/hukum sengketa bersenjata)
Hukum Perdata Militer

I N

Mengingat terbatasnya literatur maupun hasil penelitian mengenai - masalah yang
membahas tentang peradilan militer, penelitian ini akan menggunakan bahan pustaka'
peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ketentuan hukum militer yang
ada di Indonesia dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang
akan dilengkapi dengan wawancara. Dan kasus-kasus yang pernah diputus peradilan militer
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BAB III

TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
8. Memperoleh pengetahuan tentang pengertian tindak pidana militer
b. Memperoleh pengetahuan tentang prosedur penanganan perkara/ hukum acara yang
berlaku pada Peradilan Militer.
c. Untuk mengetahui pengertian koneksitas

d. Untuk mengetahui penanganan perkara koneksitas, . '

2. Manfaat Penelitian ini adalah:
8. Menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan tindak pidana militer dan prosedur
penanganan di peradilan militer
b. Menambah pengetahuan yang berkaitan dengan koneksitas dan penanganan perkaranya
c. Sebagai bahan kajian perkuliahan hukum pidana.khususnya hukum pidana militer.
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BAB IV

METODE PENELITIAN

Penclitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian
terhadap data sekunder, yang dapat dibedakan dalam: penelitian hukum inventarisasi,
penclitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum in concreto,
penelitian terhadap sistematik hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan

horizontal (Ronny Hanitiyo Soemantri, 1990:11)

a. Pendekatan Masalah
Penelitian ini menggunakan pendekatan nomatif yaitu pendekatan secara teoritis melalui
studi kepustakaan dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan, (peraturan

perunda-undangan yang terkait dengan persoalan militer)

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sckunder yang diperoleh dari bahan-bahan
kepustakaan. Di samping itu data penunjang akan diperoleh melalui wawancara tak
berstruktur, yaitu wawancara yang tidak berdasarkan pada daftar  pertanyaan yang
ditetapkan sebelumnya. Adapun data sekunder tersebut berupa:

I. Bahan Hukum Primer, yaitu pcnmd;;ng-undangan yang terkait dengan peradilan militer;

2. Bahan Hukum Sekunder, sebagai penunjang bahan hukum primer yang berupa pendapat

para sarjana, media masa dan hasil wawancara. MILIK

PERPUSTAKAA ™
UNITERSITAS AIRLANGUGA
S i) '?ABA %.’.i;

o ———

¢. Prosedur Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data
Setelah data terkumpul akan akan dilakukan pengolahan data. Selanjutnya akan dilakukan

analisis data secara kualtatif yaitu dengan menggunakan logika deduktif, suatu analisa yang
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tidak menggunakan uji statistik tetapi mengemukakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan
permasalahan  yang selanjutnya akan dibandingkan dengan fenomena yang terjadi sehingga

akan diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
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BABY
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tindak Pidana Milter
a. Justisiabel dan Jurisdiksi
Sebagamana dikatakan oleh Moch. Faisal Salam, “ Seorang miltter di pandang dari
sisi hukum mempunyai kedudukan yang sama dengan angpgota masyarakat 'biasa artinya
~ sebagai warganegara baginya berlaku hukum yang sama dengan warganegara biasa,
perbedaanya terletak pada beban kewajiban yang lebih banyak dalam hal yang terkait dengan
pertahanan negara. Oleh karenanya di samping berlaku hukum yang bersifat umum baginya
berlaku hukum yang khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat”. Hal senada juga
dikemukakan oleh Bapak Mulyono dan Bapak Sukartono dari Babinkum Mahkamah Militer
II-12 Surabaya, pada prinsipnya antara peradilin umum dan peradilan militer tidak ada
perbedaan mengensi pencrapan asas-asas hukum pidananya. Perbedaannya hanya terletak
pada kualitas subjek/pelaku tindak pidananya. (Wawancara; 21 Oktober 2002)
Adapun alasannya diadakan ketentusn khusus bagi tentara adalah: (Moch. Faisal
Salam,1994 : 16) |
1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli
milter dan tidak berbku bagi umum, misalnya disersi, menolak perintah dinas,
insubordinasi dan sebagainya.

2. Bceberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh
anggota tentara dalam keadaan tericntu ancaman hukuman berdasar hukum pidana

umum terlalu nngan.
3. Jika soal-soal tersebut dimasukkan dalam KUHP akan membuat KUHP sukar

dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya diperuntukkan bag

sebhagian kecil anggota masyarakat, jugas peradilan yang berhak mengadili yaitu

peradilan militer.

Berbicara mengenai orang-orang yang diperiksa dan diadili dalam kekuasaan
peradilan militer sama halnya mempersoalkan masalah justisiabel. Hubungan justisiabel dan
subjek ialah bahwa orang yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana yang sekaligus

merupakan justisiabel (pencari keadilan) dan suatu badan peradilan tertentu. Berdasarkan
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penggabungan ketentuan mengenai justisiabel peradxlan militer dengan pengertian arti
subjek tindak pidana militer dapat diadakan 3 (tiga) penggolongan dari suojek tersebut,
yaitu: (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981:25)

a. Militer

b. Yang dipersamakan dengan militer. Dalam hal ini dibedakan antara:

1. seseorang yang dipersamakan dengan militer
2. sescorang anggota dari suatu badan/organisesi yang dipersamekan dengan

(bagian/satuan dari) Angkatan Perang .
¢. Non-militer.

Dalam perundang-undangan dibedakan dua macam militer, yaitu militer sukarela
(Milsuk) dan militer wajib (Milwa). Miluk, seseorang berstatus militer setelah ia
menandatangani surat ikatan dinas untuk waktu tertentu. Sejgk penandatanganan itu berlaku
baginya hukum militer. Sedangkan Milwa, sescorang berstatus militer (dalam dinas) sejak
mulai hari laporan dateng yang ditentukan okh Komandan Kesatuan. Selain itu dalam
keadaan perang, sesuai dengan hukum perang dibuka kemungkinan rakyat untuk angkat
senjata asalkan memenuhi ketentuan yang berhku. Mereka ini dinamakan sukarelawan
lainnya.

Yang dipersamakan dengan militer, sebenamnya mereka ini bukan militer dalam arti
sesungguhnya, atau tidak lagi berstatus yang sesungguhnya. Hanya dalam rangka penerapan
hukum militer mereka dipersamakan. Beberspa penyebab dipersamakannya seseorang
dengan militer apabila: 8. Milwa di luar dinas; b. Milsuk yang non-aktif dari dinas militer;
¢. bekas militer; d. bekas militer yang dipecat; e. anggota-anggota cadangan nasional yang
dianggap dinas militer, f. scorang yang menurut kenyataannya bekerja pada angkatan
perang, g bekas/pensiunan militer yang dipekerjakan lagi dalam dinas militer; h. Komisari-
komisaris wajib militer; i pensiunan perwira anggota peradilan militer yang berpakaian
seragam; j. seseorang yang memakai pangkat tituler, k. militer asing,

Anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan angkatan perang,
penyamaannya didasarkan pada undang-undang tertentu atau berdasarkan Pasal 37 atau 42
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Undang-undang Keadaan Bahaya (UUKB), meliputi: a. Pegawai, buruh suatu perusshaan,
pabrik, jawatan dan sebagainya; b. Tamtuma, Bmtara dan Perwira Polri; ¢. Anggota-anggota
Hansip, Wankamra dan Menwa.

Non-Militer, pada prinsipnya seorang nan-militer adalah justisiabel peradilan umum.
Namun non-militer yang tunduk pada peradilan militer adalah sebagai berikut: a. Klausula
atas ketetapan Menhankan dengan persetujuan Menkeh; b. Anggota-anggota sipil dan militer
dalam perkara koneksitas, c. subjek Mahmﬂhi), d. Orang-orang yang dalam hubungan
dinas berads pada suatu anpgkatan perang yang disiapsiagakan untuk perang atau
menyertainya atasu mengikutinya dengan persetujuan pengauasa militer, e. Setiap orang
dalam keadaan perang; f. Pegawai sipil Angkatan Bersenjata; g Orang-orang yang
dilindungi; h. Badan-badan hukum (dalam kaitannya dengan peraturan koneksitas).

Sebagai penjelasan dari pengertian tentang angkatan perang, militer; dan yang
dipandang dalam Dinas, di bawah ini akan disebutkan pengaturannya dalam KUHPM.

Dalam Pasal 45 KUHPM (sebagaimana diubah dengan UU No.39 Thn.1947). Diatur dalam
UU No.66 Thn 1958, Perpem No.51 Thn.1963, UU No.14 Thn.1962 dan Keppres No.80
Thn.1969, Angkatan perang adalah:

a. Angkatsn Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam

lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional);

b. Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam
lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional),

c. Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam
lingkungannya, terhitung juga personel cadangan (nasional),

d. Dalam perang satuan-satuan mercka yang dipanggil menmurut undang-undang
untik turut serta melaksanakan pertahanan atau pemebharaan keamanan dan
ketertiban

Selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 46 KUHPM,
(1) Yang dimaksud dengan militer adalah:

Ke-1 mereka yang berkaitan dengan dinss secars sukarela pada Angkatan Perang yang
wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas;

Ke-2 semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering
dan selama mereka itu berada dalam dinas demikian juga jika mereka berada di huar
dinas yang sebenamya dalam tenggeng wakiu selama mereka dipanggil untuk
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masuk dalam dinas mehkukansalahaatuthdakanyang dirumuskan dalam Pasal
pasal 97, 99 dan 139 kitab undang-undang ini;
(2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk pada tata tertib militer.

Pasal 48 KUHPM
Sukarelawan (lainnya) pada angkatan perang atau wajib militer yang tersebut pada Pasal 46
ayat (1) ke-2 , dipandang scbagai dalam dinas.

Ke-1 sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau masuk dalam dinas atau an
sukarela masukdalmndinmpadawamtempatyagngditmmkanbaghya
ataupun scjak iz melaporkan diri dalam dinas tersebut, satu dan lain hal sampai
dia dinyatakan di Iuar dinas (dibebaskan)

Ke-2 sehma ia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer ataupum melakukan
suatu karya militer lainnya; .

Ke-3 selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai tertuduh atay
yang dilakukan dalam syaty pezdkara. pidana atau terperiksa dalam suaty

s i memsa | yang, dittaplan
Ke-4  selams dia memakaj pakaaian seragam atau tands pengenal yang itetap,
baginya atau tanda-tanda pembedaan-pembedaann laj ya;

Ke-5 selama.dia menjalani pidana pada suaty bangunan militer atau tempat lainnya

Ke-3 pensiumnan perwira anggota dari sustu peradilan militer (luar biasa), setiap kali
merekamelalmilmndhassedemildanitu;

Ke-4 mereka yang memakni pangkat tituler militer yang ditetapken dengan atau
berdasarkan un, -undang, atauyangdalmnkeadaanbahayakepadamerekayang
dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Keadaan
Bahaya (UUKB) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-

Ke-5 mereka anggota dari suatu organisasi yang dipersamakan dengan Anglatan Darat,
Laut dan Udara atau dipandang sedemikan jtu:
a. dengan atau berdasar undang-undang
b. selama keadaan bahaya oleh penguasa perang  ditetapkan dengan atau
berdasarkan Pasal 42 UUKB.

(2) Para militer yang dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dalam pangkat mereka semula
atau sctingkat lebih tinggi darj pangkatnys ketika meninggalkan dinas militer
sebelumnya.

(3) Pasal 46 ayat (2) diterapkan.

Pasal 52 KUHPM

Untuk sebutan “barangsiapa, yang ... « yang digunakan dalam perumusan suatu kejahatan ,
maka yang dimaksud dengan istilah “barangstapa™ adalah setiap orang yang tunduk pada
kekuasaan badan peradilan militer.

NINGSIH
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Jika dibandingkan penggunaan istilah barangsispa dalam KUHP dan
KUHPM, terdapat perbedaan yang sangat prinsipill Barangsiapa yang digunakan dalem
KUHP berarti setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan hukum pidana Indonesia
sebagaimana diatur dalam Pasal 2-9 KUHP. Scdangkan pada KUHPM istikh barangsiapa
dibatasi oleh Pasal 52 nya, yaitu hanya setiap orang yang tunduk pada kekussaan badan
peradilan militer yang dikaitkan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang No.5 Thn.1950
dan perundang-undangan lainnya yang menentukan penundukan orang-orang tertentu dalam
peradilin militer, yang dalam rangks penerapan delik-delk KUHPM yang subjeknya
dirumuskan dengan barangsiapa (E.Y.Kanter dan SR. Sianturi, 1981:134-135).
"~ Apabila subjek di atas dikaitkan dengan jurisdiksi (kewenangan) pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer sebagaimana diatur Undang-undang No.31 Thn.1997 adalah
sebagai berikut:

Pasal 8
(1) Pengadilan dalam  lingkungan Peradilan militer merupakan badan pelaksana
kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata.
(2) Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebsgaimana dimaksud ayat (1) berpuncak pada

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara TerunggL

Pasal 9

Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang:

1. Mengadili tindak pidans yang dilakukan oleh seseorang yang pada wakiu melakukan

tindak pidana adalah:

a. Prajurtt,

b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

c. anggota suatu golongan atau jawatan atsu badan atau yang dipersamakan atau
diangpap sebagai Prajurit berdasarkan undang-undang,

d. scscorang yang tidak masuk golongan pada hurf a, huruf b, dan huruf c, tetapi atas
keputusan Panglima dengan persetujusn Menteri Kehakiman harus diadili oleh
suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

Menggabungkan perkara gugatan gunti rugi dalam perkars yang bersangkutan atas

permintaan  dari pihak yang dirugikan scbagai skibat yang ditimbulkan olkeh tindak

pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sckaligus memutus kedua perkara tersebut
dalam satu putusan.

W

Pasal 10
Pengadilan dalam Ingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan okh
mereka sebapaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 yang:
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a. tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atou
b. terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di dacrah hukumnya.

Pasal 11 ,
Apabila lebih dari 1(satu) pengadilan berkuasa mengadili sustu perkara dengan syarat-syarat
yang sama kuatnya, pengadilin yang menerima perkara lebih dahulu harus mengedili
perkara tersebut.

Selanjutnya dalam Penjelasan Undang-undang No.31 Thn.1997 antara lain dijelaskan,
bahwa kekuasaan kehakiman di Iingkamgan peradilan militer dilaksanakan oleh:

8. Pengadilan di ingkungan peradilan militer terdiri dari:

1) Pengadilan militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana
yang terdakwanya berpangkat Kapten ke bawah;

2) Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara
pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer.
Pengadilan militer tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama unfuk :

8) perkara pidana yang terdakwanys atau salah satu terdakwanya berpangkat Mayor
ke atss; dan
b) Gugatan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata.

3) Pengadilan militer utama yang mnerupakan pengadilan tingkst banding untuk perkara
pidana dan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat
pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.

b. Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan
terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daemh
pertempuran, yang merupaken pengkhususan dari epngadilan di linglamgan peradilan
militer. Pengadilan Ini merpakan orpanisasi kerangka yang baru berfungsi apabila
diperlukan dan disertai pengjsian pejabatnya

Semua badan-badan peradilan pada huruf a dan b berpuncak pada Mahkamah Agung sesuai
dengan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam Undang-undang No.14 Thn.1970 Susunan
pengadilan dalam lingkungan peradilin militer ditetapkan seperti tersebut di atas karena
yustisiabelnya adalsh prajurit yang diberi pangkat scbagai keabsahan wewenang dan
tanggung jewab dalam hierarkhi keprajuritan untuk menegakkan disiplin dan kehormatan
prajurit.

Memperhatikan ketentuan di atas menunjukkan bahwa peradilan militer memiliki
kewenangan yang berbeda dangan persdilan umum. Perbedsan mana ditujukan pada subjek
atau siapa yang menjadi tersangka/terdakwa (kualitas orangnya). Di samping itu
kewenangan mengadili juga sangat digantungkan pada wilayah Tempat Kejadian Perkara
(TKP) maupun wilayah hukum tempat kesatuan terdakwa. Penentuan kesatuan ini terutama
diperlukan utuk menentukan sispa-siapaksh yang merupakan Ankum dan Papcl;a bagi

mereka. Kedua hal inilsh merupakan pembedanya dengan peradilan umum, dimanas
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kewenangan mengadili di peradilan umum sangat digantungkan pada locus delicti, tempat
kejadian perkara.

Untuk menjaga ketertiban dalam menangani perkara yang diajukan ke pengadilan
militer di Indonesia, pembagian wilayah hukumnya adalah sebagai berikut: (Moch Faisal
Salam,1994:67-69)

A. Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti/ Oditur Militer Tinggi (Otmiiti)

1. Mahmilt/Otmilti-] Medan, daerah hukumnys: Daerah Tk.I Aceh, Sumut, Sumbar, Riau,
Bengkulu, Jambi, Sumsel dan Lampung, Dsersh TkI Kalbar, Kelteng, Kaltim dan
Kalsel,

2. Mahmilt/Otmilti-Il Jakarts, daersh hukumnya: Daerah Tk.I DKI Jaya, Jabar, Jateng, D.L
Yogyakarta;.

3. Mahmilt/Otmilti-IIT Surabaya, dserah hukumaya: Dacrah Tk.I Jatim, Bali NTB, NTT,
dan Tim-tim; Daerah Tk I Sulut, Sulteng, Sulsel dan Sultra; Daerah Tk.I Maluku dan
Irian Jaya.

B. Mahkamah Militer (Mahmil)/ Oditur Militer (Otmil)

1. Mahmil/Otmil 1-01 Banda Aceh, daerah hukumnya: Daerah Tk I Aceh, tipe B.

2. Mahmil/Otmil 1-02 Medan, deerah hukumnya: Daerah Tk I Sumut, tipe A.

3. Mahmil/Otmil 1-03 Padang, daerah hukumnya: Daerah Tk I Sumbar dan Riau, tipe B.

4. Mahmil/Otmil 1-04 Palembang, daerah hukumnya Dacrah Tk I Sumsel, Jambi, Bengkulu

dan Lampung, tipe A.

Msahmil/Otmil 1-05 Pontianak, dserah hukumnya: Daerah Tk I Kalbar tipe B.

Mahmil/Otmil 1-06 Banjarmasin, daerah hukemnya: Daersh Tk I Kalsel dan Kalteng,

tipe B.

7. Mahmil/Otmil 1-07 Balikpapan, daerah hukumnya: Daerah Tk I Kaltim, tipe A.

8. Mahmil/Otmil 1-08 Jakarta, daereh hukumnys: Daersh Tk I DKI Jays, Dacrah bekas
Karisidenan Banten, Daersh Tk Il Tangerang dan Daerah Tk II Bekasi Aceh, tipe A-

9. Mshmi/Otmil I-09 Bandung, dserah hukumnya: Dserah Tk I Jabar kecuali Daersh
bekas Karisidenan Banten, Dacrah Tk.II Tangerang dan Daerah Tk II Bekasi tipe A.

10. Mahmil/Otmil II-10 Semarang, dsersh hukumnya: Daerah Bekns Karisidenan Semareng,
Pati dan Pekalongan, tipe A.

11. Mahmil/Otmil I-11 Yogyakarta, daerah hukumnya: Daerah Daerah bekas Karisidenan
Banyumas, Kedu, Surakarta, D.L Yogyakarta, tipe B.

12. MahmiVOtmil [I-12 Surebaya, dacrah hukumnya: Daerah bekas Karisidenan Surabaya,
Madura, Malang dan Besuki, tipe A.

13. Mahmil/Otmil II-13 Madiun, daerah hukumnya: Daerah bekas Karisidenan Madiun,
Kedin dan Bojonegoro, tipe B.

14. MahmiV/Otmil I1I-14 Denpasar, deerah hukumnya: Daerah Tk I Bali dan NTB, tipe A.

15. Mahmi/Otmil 11-15 Kupang, daerah hukumnya: Daerah Tk I NTT dan Tim-tim, tipe B.

16. Mahmil/Otmil MI-16 Ujung Pandang, deerah hukumnya Daerah Tk I Sulsel dan Sultra,
tipe A

17. Mahmil/Otmil II-17 Manado, daersh hukumnya: Daerah Tk I Sulut dan Sulteng, tipe B.

18. Mahmi/Otmil ITI-18 Ambon, daerah hukumnya: Daerah Tk I Mahiku, tipe B.

19. Mahmil/Otmil II-19 Bandung, daerah hukumnya Duerah Tk I Irian Jaya tipe A.

o w
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Setelah mengetahui justisiabel dan jurisdksi peradilan militer, selanjutnya perlu
diketahui apakah yang dimaksud hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer,
juga pengertian tindak pidana militer.

Hukum pidana militer (dalam arti materill dan formil) adalah bagian dari hukum
positif yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer yang menentuikan dasar-dasar
peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta
terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukarn dalam hal apa dan
bilamana pelanggar dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara
penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tercapainya ketertiban hukum.
(E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981:15). Selanjutnya menurut Moch. Faisal Salam, h:'tum
pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan yang diatur
dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (militer) atau orang-
orang yang karena peraturan ditundukkan kepadanya(Moch. Faisal Salam, 1994:27).

Dengan adanya hukum pidana militer, terhadap militer di samping berlaku hukum
pidana militer juga berlaku hukum pidana umum, hal ini sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1 KUHPM, “Untuk penerapan kitab undang-undang mi berlaku ketentuan-ketentuan
hukum pidana umum termasuk bab kesembilan dari buku pertama KUHP, kecuali ada
penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang”.

Di dalam KUHP Militer pengertian tindak pidana militer dapat dibagi dalam dua
bagian, yaitu: (E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 1981: 16-17)

. Tmdak pidana murni, adalah tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan pada
prnsipnya  hanya mungkin dilanggar oleh seseorang militer, karena keadaannya
yang bersifat khusus atau karena kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut,
ada perluasan subjek militer tersebut, contohnya adalah Pasal 73, Pasal 87 dan Pasal
118 KUHPM, dan;

2. Tmndak pidana campuran, adalsh tindakan-tindakan yang terlarang/diharuskan yang
pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain akan tetapi diatur

lagi dalam KUHPM atau undang-undang hukum pidana militer lainnya. Karena
adanya keadaan khas militer atau karena adanya sifat yang lin sehingga diperlukan

| _
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ancaman pidana yang lebih berat. Contoinya seorang mililer yang dipersenjatai
untuk menjaga keamanan justru menggunakan senjatanya untuk memberontak;

Pada jenis tindak pidana militer murni antara lain adalsh tindak pilana yang diatur dalam
Pasal 73, Pasal 87 dan Pasal 118 KUHPM, yang aken dijelaskan di bawah ini.

Pasal 73 KUHPM,

Diancam dengan pidan mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua

puluh tahun, militer yang pada wakiu perang dengan sengaja

Ke-1 Menyerahkan kepada musuh atau membust atau membiarkan berpindah ke dalam
kekuasaan musuh suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada di
bawah perintehnya, ataupun Angkatan Damt, Angkatan Laut, Angkatan Udara atau
suatu bagian dari padanya tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang
dipersyaratkan stau dituntut oleh kewajibannya dari dalam keadaan itu.

Ke-2 Mengosongkan atau meninggalkan suatu tempat, Pos, pershu, Pesawat udara atau
kendaraan Angkatan Perang yang berada di bawsh perintahnya dengan semaunya di
luar keadaan terpaksa.

Ke-3 Dalam suatu pertempuran dengan musuh mengabaikan kewajibannya untuk dengan
Angkatan Perang yang berada di bawah perintahnya menjumpai musuh menyerang
musuh turut serta bertempur, mengejar musuh atau melakukan pertshanan terhadap
serangan musuh.

Ke-4 Memindahkan atau membiarkan berpindah seluruhnya ateu sebagian Angkatan Perang
yang berada di bawah perintahnys ke daerahtak berpihak di luar keadaan terpakss.

Pasal 87 KUHPM,;
(1) Diancam karens disersi, militer:
Ke-1 yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban
dinasnya, menghindari bahay perang, menyeberang ke musuh atau memasuki dinas
militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. .
Ke-2 yang karena salshnya atsu dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dalam waktu perang lebi lama
dari empat hari
Ke-3 yang dengan sengaja melakukan ketidakbadiran tanpa ijin dan karenanya tidak kut
melsksanakan sebagian atau seluruhnyas dari suatu perjalansn yang diperintahkan
deperti ysng diuraikan dalam Pasal 85 ke-2.
(2) Disersi yang dilakukan dalam waktu damai dancem dengan pidana penjara maksimum
dua tahun delapan bulan.
(3) Disersi yang dilakukan dalam waktu perang diancam dengan pidana penjara maksimum
delspan tahun enam bulan.

Pasal 118 KUHPM

(1) Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas
yang merupakan keharusan baginya ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam
suatu kesdaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnys sebagai penjsga
sebagaimana mestinya diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun;

(2) Apabila tindakan itu dilakukan dalam keadssn perang petindak diancam dengan pidans
penjara maksimum sepuiuh tahun;

(3) Apabila petindak berada di suatu pershu atau pesawat terbang yang berada dalam
keadaan darurat atau padas pasukan dalam keadaan perang atau di suata perahu atau
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terbang atau seorang  militer yang menggantikannya untuk sementara, masinis,
markonis, kepala dinas jaga dari suaty perahu stau pesawat terbang perang dan pimpinan
(pemegang komando) dari suatu dinas Jaga, ronda, atau sustu pasukan yang ditugaskan
dengan dinas pengamanan dalam walktu perang yang melakukan perbuatan sedemikian
itu.

(5) Apabils militer lainnya yang termasuk anggota dari suatu dinas jaga , ronda, patroli atau
suampasuakanyangdimgasknndengandhmpmgammmdalam wakiu perang yang

melakukan perbuatan-perbuatan yang sama, maka kepada mereka diterapkan ayat-ayat
(1, 2, 3 ) dari pasal ini dmgmkctentruanjiknymgdﬂahxknnadalahyangtersebut
da!mnayat(l,?,)maknmaksimmnancammpidmymgditenmkmdisitu i
dengan se ya,sedangknnjikayangdi&llmnadahhymgtersebutpadaayat(3),
petindak diancam dengan pidana penjara maksimum sepuluh tehun .

Apabila kita perhatikan tindak pidana mumi di atas, maka ancaman pidana mati
dapatdiwmpknnwrhadapsmmgmﬂiamdmgmsengajadalmukeadampermg
melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana distur dalam Pasal 73 KUHPM. Sedangkan
tindak pidana yang berkaitan dengan disersi yang dilakukan di waktu damaj ancaman
maksimumnyaada.lahduatahmdelapmbuhn dan di waktu perang anceman
maksimumnya delapan tahun enam bulan, sebagaimana distur dalam Pasal 87KUHPM.
Ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atsu penjara sementara maksimum dua
puluh tahun juga diterapken terhadap seorang penjaga yang meninggalkan pos semaunya di
tempat-tempat seperti  perahu, pesawat terbang dalam situasi darurat atsu perang
sebagaimana diatur dalam Pasa] 118 KUHPM.

Mengenai jenis tindak pidana campuran, tindek pidans yang sudah dirumuskan
dalam ketentuan perundang-undangan lain tetapi diatur lagi dalam KUHPM. Hal ini berarti
seorang militer yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam aturan umum Juga diatur
dalam aturan khusus, Apabila terjadi hal demikian berarti ada perbarengan peraturan
(concursus idealis) maka berdasarkan Pasal 63 ayat (1) jika perbuatan masuk dalam lebih
dari satu sturan pidana, maka dikenakan hanya sstu aturan pidana saja; jika berbeda-beda
yang dikenskan yang memuat ancaman pidana yang paling berat. Sedangkan dalam ayat
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(2)nya, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum distur pula dalam
aturan khusus maka yang khsusus yang dikenskan. Oleh karena alasan pengaturan dalam
KUHPM merupakan pengaturan khusus maka dalam hal terjadi tindak pidana campuran
maka ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM adalah sesuai dengan ketentuan
Pasal 63 ayat (2) KUHP, lex specialis derogat legi generali, yaitu aturan yang khusus

mengglahkan aturan yang bersifat umum.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Yang Diatur Dalam KUHPM
Jenis-jenis tindak pidana yang dapat dilakukan oleh seorang militer sebagaimana
diatur dalam Ketentuan Buku I KUHPM terdiri dari 7 Bab sebagai berikut:

Bab 1 temang kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara, yang terdiri dari:
Pengkhianatan militer, Pasal 64;
- Pemberontakan militer, Pasal 65, 66;
- Pemata-matasn Pasal 67;
- Melanggar petjanjian atau persyaratan oleh tawanan perang, Pasal 68;
- Melanggar perjanjian atau persyaratan oleh interniran, Pasal 69,
- Melibatkan negara dalam perang, Pasal 70;
- Membocorkan rahasia pertahanan, Pasal 71.

Bab II tentang kejahatan-kejahatan dalam melsksanaken kewajiban-kewajiban(dalam)
peperangan, tanpa bermaksud mehbkukan pengkhianatan perang. Kejahatan ini
berupa penyelewenangan terhadap tugas-tugas militer.

Bab III tentang kejahatan menarik diri atau melarikan diri dari kewajiban-kewsjiban dinas:

1) meninggalkan tanpa ijin dari suatu tempat dimana dia seharusnya berads dalam
waktu damai untuk waktu tertentu, Pasal 85 dan Passl 86;

‘2) Disersi, Pasal 87,

3) Disersi ke musuh atau disersi dalam waktu perang dari pasukan atsu dari perahu
perang/pesawat perang yang bertugas mengamankan, Pasal 89,

4) Membuat diri tidak dapat melakukan kewajiban dinas, Pasal 90;

5) Memalsukan sursat jalan atau memakai surat jalan palsu, Pasal 91, 92 dan Pasal 93.

Bab IV Ke_;ahatan mcngenal pengabdian sebagai seorang militer terhadap atasan atsu
pimpinan ;

1) Penghinaan terhadap atasan Pasal-pasal 97,98,99;

2) Melakukan penghinasn terhadap atasan dengan pengertian jika penghinasn itu
termasuk yang ditentukan dalam Pasal-pasal 310,311, 317 dan 318 harus dituntut
karena jabatan (bukan delik aduan);

3) Menentang atasan untuk berkelshi, Pasal 101;

4) Memburukknn nama baik atasan atau atasan dari atas itu sendiri, Pasal 102 y
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5) Pembangkangan terhadap perintah, Pasal 103, 104;
6) Perlawanana nyata, 105,106 dan 197;
7) Perlawanana nyata bersama, Pasal 108;
8) Pengacauan militer, Pasal 113;
Bab V Kejahatan mengenai pelbagai keharusan dinas:
1) Penjaga yang meningalkan/melakikan tugasnya;
2) Menyampaikan laporan palsu atau tidak mesyampaikan suatu laporan;
3) Seorang atasan yang :
- Memperdaya bawahan supaya melalukan sesuatu yang merugikan,
- Memaki-maki bawahan;
- Memukuli bawahan, )
- Membiarkan bawahan melakukan kejahatan.
4) Tidak melaporkan suatu permufakatan jahat, .
5) Penghasutan kepada seorang militer;
6) Pengeroyoklan dengan kekuatan bersama; .
7) Tmndakan-tindakan buas terhadap orang sakit, luka dan mati.
Bab VI tentang kejahatan pencurian dan penadahan

Bab VII kejahatan mengenai perusakan, penjualan dan lain sebagainya barang-barang
miltter,

Terhadap seorang militer yang melalodan jenis tindak pidana yang tidak diatur
dalam KUHPM, tetapi diatur dalam KUHP maka terhadapnya akan diberlakukan ketentuan
yang distur dalam KUHP berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 1 dan 2 KUHPM, yang
berbunyi: Pasal 1, Untuk penerapan KUHPM ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana
umum termasuk Bab kesembilan dari Buku I KUHP, kecuali ada penyimpangan-
penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang. Selanjutnya Pasal 2 Terhadap tindak
pidana yang tidak tercantum dalam KUHPM ini, dilakukan oleh orang-orang yang tunduk
pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada
penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang,

Di samping tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHPM, masih terdapat
ketentuan hukum disiplin yang diperuntukkan bagi anggota militer yang dalam menjalankan
tugasnya melakukan pelanggaran. Adspun ketentuan hukum disiplin tersebut sebagaimana
diatur dalam Undang-undang No.26 Thn.1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia.
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Menganai penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit, atasan yang berhak
menghukum (Ankum) menurut Pasal 10 (1) Ankum di lingkungan ABRI secara berjenjang
adalah sebagai berikut: a. Ankum berwenang penuh; b.Ankum berwenang terbatas; ¢. Ankum
berwenang sangat terbatas. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 dijelaskan

(1) Ankum berwenang penuh mempunyai wewenang penuh mempunyai wewenang untuk
menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud Pasal 8 kepada
setiap prajuruit yang berada di bawah wewenang komandonya;

(2 Ankum berwenang terbatas, mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis
hukuman disiplik sebagamana dimaksud Pasal 8 kepada setiap prajurit yang berada di
bawah wewenang komandonya kecuali penahanan berat terhadap Perwira;

(3) Ankum berwenang sangat terbatas. Mempunyai wewenang untuk menjatuhkan
hukuman disiplin teguran dan penahanan rintan kepada setaip Bmtara dan Tamtama
yang berada di bawah wewenang komandonya.

Miengenai penyelesaian pelanggaran hukum disiplin menurut Pasal 13;

Penyelesaian pelanggaran hukum disiplin prajurit dilaksanakan melalui kegaiatan:

a. pemenksaan;

b.penjatuhan hukuman disiplin;

c. pencatatan dalam Buku Hukuman.
Selanjutnya dalam Pasal 14, Pemeriksaan dilakukan oleh:

a. Ankum;

b.Perwira atau Bintara yang mendapat perintah dari Ankum; atau

c.Pejabat lain yang berwenang untuk itu.

Jika diperhatikan materi yang terdapat dalem KUHPM Buku I bab I yaitu
kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin, pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung
merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer, yang lazimnya
disebut sebagai penggaran disiplm militer

Dalam kehidupan militer  tindakan ketidakhadiran pada sustu tempat untuk
menjalankan dinas dapat ditetapkan sebagai kejahatan. Oleh karena penghayatan disiplin
merupakan tulang punggung, hanya karena pertimbangan tertentu dan atau karena sifatnya
ringan maka masih dibuka kemungonm untuk menyelesaikan perkara secara hukum
disiplin militer sebagamana diatur Pasal $ ayat (3) Undang-undang No.26 Thn.1997. Dalam

Penjelasannya yang dimaksud dengan sedemikian ringan sifatnya adalah:
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8. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau
lmrgnganpalinglamacnam bulmatnudmdapalhgthggiRp&OO0.000,-(elmjuta

b. Pm’e;gza sederhana dan mudah pembuktiannya, dan

¢. Tindak pidana yang terjadi tidak aken mengakibatkan terganggunya kepentingan

ABRI dan/atau kepentingan umum

Dalam praktek penjatuhan hukuman disiplin sering terjadi suatu penyelesaian perkara
(pelnggaran  disiplin tidak mumni) secara hulam disiplin oleh Atasan yang berhak
Menghukum/hakim disiplin (Ankum). Terutama Para Ankum yang tidak ditugaskan scbagai
Perwira Penyerah Perkara (Papera), tetapi tidak serta merta _ memberitahukannya kepada
Oditur Militer/Pejebat Penuntut. Kejadian ini sangat disayangkan, karena dapat diartikan
sebagai peniadaan penuntutan yang diatur dalam mdang-m;dmg padahal penjatuhan
hukuman disiplin itu sendiri termasuk perbuatan penegakan undang-undang. Jadi di satu
pihak ia menegakkan undang-undang tetapi di lain pihak melakukan perbustan yang tidak
sesuai dengan undang-undang (E. Y. Kanter dan SR Stanturi, 1981: 448).

Memperhatikan pembahasan di atas bahwa anggota militer tidak saja berlaku
ketentuan hukum pidana militer sebagaimana ditentukan dalam KUHPM melainkan terikat
juga pada hulam disiplin yang terkait dengan pelanggaran dalhm tugas-tugas: kedinasan,
Okh karenanya TNI sebagpi wargancgara yang memiliki disiplin tinggi patut menjadi
contoh tauladan yang baik bagi warganegara yang lain, sebagai konsekuensi sda pemberstan
hukuman/pidans menakala seorang militer melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana

karenatidak saja merugikan masyarakat tetapi juga mencemarkan korpsnya.

2. Prosedur Penanganan Perkara Di Peradilan Militer.

Dalam Penjelasan Undang-undang No.31 Thn.1997 dijelaskan mengenai tahapan
beracara di pengadilan militer. Tahapan Hukum acara pidana militer urutanya adalah
sebagai berikut:

1) Tahap Penyidikan

LAPORAN PENELITIAN PERADILAN MILITER DI... TOETIK RAHAYUNINGSIH



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
28

Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer, dan Oditur Militer adalah penyidik.
Namun kewenangan penyidikan yang ada pada Ankum tidak dilaksanakan sendmi, tetapi
dilaksanakan oleh penyidik polisi militer dan/atau oditur. Penyelidikan merupakan fungsi
yang melekat pada komandan yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi
militer. Ankum dan Papera mempunyai kewenangan penahanan, yang pelaksanaannya
hanya di lingkungan peradilain militer hanya dikenal satu Jenis penahanan yaitu
penshanan di rumah tahanan militer, |
2) Tahap Penyerahan Perkara
Wewenang penyerahan perkara pada pengadilan dalamn lingkungan peradilan militer
atau penpadilan dalam lingkungan peradilan umum eda pada Papem Tahap penuntutan
termasuk dalam tahap penyerahan perkara dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh
Oditur yang secara teknis yuridis bertanggung jawab kepada Oditur Jendral, sedang
secara operasional justisial bertanggung jawab kepada Papera
3) Tahap Pemeriksaan Dalam Persidangan
Dalem pemeriksaan perkara pidana dikenal adanys acara pemeriksaan biasa, acara
pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus, dan acara peme'riksaan koneksitas.
Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan
jalan. Acara pemeriksaan khsusus adalah acara pemeriksaan pada pengadilan militer
periempuran, yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara
pidana yang dilakukan oleh prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan
permintaan kasasi
Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, :.}mkim bebas menentukan siapa yang akan
diperiksa lebih dahulu. Pada asasnya sidang terbuka untuk umum, kecuali untuk
pemeriksaan perkara kesusilan, sidang dinyatakan tertutup. Peda prinsipnya pengadilan
bersidang dengan hakim majelis kecuali dalam acara pemeriksaan singkat.
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Terhadap tindak pidana militer tertentu hukum acara pidana militer mengenal peradilan

in absensia yaitu untuk perkara disersi. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan

komando dalam hal kesiapan kesatuan, sehingga tidak hadimya prajurit secara tidak sah

perlu ditentukan status hukumnya.
4) Tahap pelaksanaan putusan

Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala pengadilan

pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksaan pidana bersyarat

dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan, schingga komandan dapat

memberikan bimbingan supaya terpidana kembali menjadi prajurit yang baik dan tidak

akan melakukan tindak pidana lagi.

Khusus dalam pelaksanaan putusan ganti rugi akibat penggabungan gugatan ganti rugi

dalam perkara pidana dilaksanakan oleh kepala kepanitcraan sebagai juru sita.

Kekhususan hukum acara peradilan militer adalah tentang bantuan hukum, yaitu
setiap pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa harus
atas perintah atau seizin perwira penyerah perkara atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
Penasihat hukum yang mendampingi terdakwa sipil dalam perkara koneksitas yang
disidangkan di lingkungan peradilan militer harus seizin Kepala Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer
Dalam hukum acara pidana militer yang diatur dalam Undang-undang No.31

Thn.1997 tidak membedakan antara penyelidik dan penyidik. Yang berhak melakukan
adalah Ankum melalui Bagian I (Intel) tiap-tiap kesatuan dan Polisi Militer. Pada proses
pemeriksaan pendahuluan , kekuasaan komandan meliputi dua macam wewenang, yaitu hak
komando dan hak menghukum. Hak komando meliputi tiga hal: 1. mengarahkan,

mengkoordinir dan 3. mengendalikan. Hak komando ini diperoleh melalui pendelegasian

—
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yang berasal dari pucuk pimpinan Angkatan Bersenjata, sedangkan hak menghulum anak
buahnya diatur oleh undang-undang.

Sebelum suatu perkara dilimpahkan ke Mahkamah Militer, maka perkara tersebut
telah disorot dalam dua segi: ( Moch. Faisal Salam, 2002: 28)
1. Dari segi doelmatigheidnya, komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya
dan kesatuanmnya dan berdssarken kepentingan tugas milter dapat
mempertimbangkan bahwa suatu perkara tidak perlu diajukan ke sidang pengadilan;
2. Dari segi rechtmatigheidnya oleh Oditur Militer dan berdasarkan kepentingan hukum
dapat mempertimbangkan bahwa suatu perkara harus diadili karena telah memenuhi
syarat-syarat menurut hukum yang berlaku.
Dengan demikian tanggungjswab menyelesaikan perkara pidana scorang militer pada tahap
pemeriksaan pendshuluan ada pada atasan militer, komandan militer atau Panglima
Angkatan. Olkeh karena itu komandan militer selaku Ankum sebagaimana ditentukan dalam
Hukum Disiplin yang distur Undang-undang No.26 Thn.1997, wajib melakukan
pengusutan/pemeriksaan pendshuluan atas seorang militer yang diduga melakuken tindak
pidana. Pada pemeriksaan pendshuluan terdiri dari dus bagian yaitu: a. yang bersifat
pengusutan dan b. yang bersifat penuntutan.

Pada proses penuntutan di Pengadilan Militer, tugas Oditur Militer pada dasarnya
sama dengan tugas yang dilkuken jaksa pada pengadilan negeri. Berdasarkan Pasal 69
Undang-undang No.31 Thn. 1997 (hukum acara peradilan militer) “penyidik” adalah:

a. Atasan yang berhak mengh

b. Polisi Militer ‘

c. Oditur

Selanjutnya dalam Pasal 124 ayat (3)nya, apabila hasil penyidikan belum cukup Oditur dapat
mekkukan penyidikan tambahan untuk melengkapi atau mengembalikan berkas perkara
pada penyidik disertai petuunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.

Dalam hal penahanan Oditur atau Polisi Militer tidak mempunyai kewenangan untuk
melakukan penshanan. Mercka hanya dapat mengusulkan pada Ankum agar tersangka

ditahen. Adapun yang mcnjadi dasar-dasar sahnya penshanan sebsgaimana diatur delam
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Pasal-pasal 73-8]1 Undang-undang No.31 Thn.1997, yaitu adas dua syarst yang harus
dipenuhi : 1. ada cukup petunjuk tentang kesalshan tersangka; 2. kepeda tersangka harus
didakwakan tindak pidana yang diancam hukuman 3 bulan atau lebih. Sedangkan dasar
keharusan penahanan, secara minimal dipenuhi salsh satu syarat berikut: 1. bila kepentingan
pemeriksaan menghendaki; 2. bila dikhawatirkan tersangka akan melariken diri; 3. bila
dikhawatirkan tersangka skan menghilangkan/merusak barang bukti; 4. bila dikhawstirkan
tersangka akan mengulangi melakukan tidak pidana.

Untuk lamanys penshananan dalam hal tertangkap tangan, penyidik terdekat dalam
waktu 2 X 24 jam harus segera melaporken pada Ankum tersangka. Untuk kepentingan
penyidikan Ankum dengan Surat Keputusannya berwenang melakukan penahanan tersangka
paling lama 20 hari. Tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Papera yang
berwenang dengan keputusannys untuk setiap kali 30 hari paling lama 180 hari. Tersangka
dapat dikeluarkan dari tahanan apabila kepentingan pemeriksaan sudsh terpenuhi. Sesudah
waktu 200 hari tersangka sudah harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Demikian pula dalam hal pelimpahan perkara ke penggdilan, Oditur tidak berwenang
untuk melimpahkan perkara ke pengsdilan militer tanpa persetujuan Ankum, walsupun pada
prinsipnya penyerahan perkara pidana ke pengadilan militer melalui oditorat militer. Oditur
Militer hanya mengusulkan psda Ankum bahwa sustu perkara pidana harus diserahkan ke
pengadilan militer atau ditutup demi hukum dan mempersiepkan surat penyampingangan
perkara apabila perkara itu harus dikesampingken hukum.

Setelah surat-surat tersebut disetujui Ankum, Oditur skan melaksanakan Kalau
perkara pidana disetujui untuk diserahkan ke pengadilan militer maka setelah diterima suiat
keputusan penyecrahan perkara, maka oditurat militer segera melimpahkan perkara tersebut

ke pengadilan militer yang berwensng,
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Pengadilan militer setclah menerima surat pelimpahan perkara dari Ankum melalu;
Oditurat Militer mala Kcpala Pengadilan Muliter akan mempelajari seperlunya dan
menetapkan hari sidang (Tapsid) . Tapsid kemudian dikirimkan kepada Oditurat militer
yang berwenang, selanjutnya oditurat militer akan menunjuk Oditur yang menangani perkara
tersebut berikut berkas perkaranya. Guna kepentingan pemeriksaan hakim ketua berwenang
mengeluarkan perintah penahanan terdakwa paling lama 30 hari, dapat diperpanjang oleh
Kepala Pengadilan Mliter untuk paling lama 60 hari. Terdakwa dapat dikeluarkan dari
tahanan sebelum berakhimya waktu penahanan apabila kepentingan pemeriksaan sudah
terpenuhi. Sesudah waktu 90 hari walaupun perkara belum diputus terdakwa harus
dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penentuan terakhir perkara pidana seorang prajurit spakah akan diserahkan ke
pengadilan ataukah tidak, hal ini tidak terletak pada oditurat, walaupun hakikatnya oditurat
yang mempersiapkan perkara hingga selesai. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 123
Undang-undang No.31 Thn.1997, yaitu:

(2) Perwira Penyerah Perkara (Papera) berwenang:

F. menyma!a!can petkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan

G. mIZner;xg:dluktn perkara utuk diselesaikan menurut hukun; disiplin prajurit ; dan

H. menutup perkata demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Dalam hukum acara peradilan militer Panglima Angkatan dikenal sebagai Perwira
Penyerah Perkara, yang kewenangannya didelegasikan berdasarkan tingkat organisasi
angkatan bersenjata. Dalam Pasal 6 Keputusan Pangab. No.2/II/1987 menyatakan Kepals
Staf (Kas) Angkatan adalan Papera bagi tersangka anggota ABRI yang secara organik
bertugas di lingkungan Anglatan. Selanjutnya Kas Angkatan menunjuk Papera untuk
lingkungan masing-masing, dengan ketentuan yang dapat ditunjuk adalah perwira pemegang
komando serendahnya:

1) Untuk TNI AD, Dan RenvDan Brigif:
2) Untuk TNI AL, Dan Lanal;
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3) Untuk TNI AU, Dan Lanu Tipe C
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Mahkamsh Militer II-12 Surabaya
diperoleh hasil temuan Jumlah Perkara yang ditangani selama 4 tahun terakhir sekitar 774
kasus dengan rincian kasus sebagai berikut:

Tabel 1
Perkara yang ditangani Mahmil IlI-12 Surabaya 1999-2002
Tahun Kesatuan Jumlah perkara Total
1999 254 perkara
AD 108 orang
AL 86 arang
AU 2o0rang
Polri 68 arang
2000 214 perkars
AD 106 orang
AL 68 orang
AU 3 crang
Polni 37 orang
2001 191 perkara
AD 114 orang
AL 43 orang
AU 9 arang
Polri 25 orang,
2002 115 perkara
AD 72 arang
AL 30 orang
AU 2 orang
Polri 11 orang,

Sumber : Mahmil III-12 Surabaya

Di bawah ini dikemukakan substansi yang diperoleh dari hasil wawancara tanggal
21 Oktober 2002 dengan Bapak Mulyono dari Babinkum Mahmil II-12 Surabaya. Dari
seluruh kasus yang terjadi selama 4 tahun terakhir, jumlah perkara yang banyak ditangani
oleh Mahkamsh Militer II-12 Surabaya adalah perkara Disersi berdasarkan Pasal 87 ayat
(1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM yang mencapai 60% dari semua pelanggaran yang diajukan ke
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peradilan militer, perkara yang berikutnys adalah penganiayaan (Pasal 351 KUHP),
kecelakaan lalu lintas (Pasal 359 KUHP), penadahan (Pasal 430 KUHP) dan petzinahan

(Pasal 284 KUHP).

Sejak dikeluarkannya Undang-undang No.2 Thn.2002 tentang Kepolisian RI,
mahkamah militer tidak lagi memeriksa dan mengadili anggota Polri yang melakukan tindak
pidana. Namun untuk perkara-perkara yang sudsh diajukan ke mahkamah militer pada saat
undang-undang kepolisian diundangkan, perkara akan diteruskan pexneriksaaannyé oleh
mahkamah militer. Sedangkan untuk perkara pidana yang sectelah Undang-undang
Kepolisian diundangkan akan diperiksa dan diadili oleh peradilan umum, sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 29 (I)nys “Anggota Kepolisian Negara RI tunduk pada kekuasaan
peradilan umum”.

Yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh
anggota militer, sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan militer ada tingkatan
peradilan yang sesusi dengan kepangkatan yaitu;

a. Untuk pangkat Kapten ke bawah, peradilan tingkat pertamanya di Mahkamah Militer
untuk pemeriksaan tingkat banding di Mahkama M.iliter Tinggl, untuk kasasi langsung
Ke Mahkama Agung;,

b. Untuk pangkat Mayor sampai dengan Kolonel, Peradilan tingkat pertamanya di
Mahmilti;’ untuk banding dapat diajukan ke Mahkama Militer Utama, dan untuk kasasi
ke Mahkama Agung.

c. Untuk pangkat Jendral, peradilan tingkat pertamanya Mahmilut.

Mengenai upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali, Grasi, Amnesti dan
Abolisi pada prinsipnya sama dengan upaya hukum yang dikenal dalam hukum acara pidana

yang juga dikenal dalam peradilan militer.
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Secara garis besar mekanisme penanganan perkara di Mahkamah Militer II-12
Surabaya adalah : perkara yang diterima oleh Otmil, selanjutnya akan diperiksa mengenai
syarat-syarat formil dan materiilnya, (apabila tidak memenuhi peresyaratan tersebut akan
dikembalikan ke Otmil/ kalau sudah memenuhi ), skan diregister, lalu ditentukan rencana
sidang, terakhir disidangkan.

Dalam penelitian yang dilakukan di Mahakamah Militer II-12 Surabays, baik
melalui wawancara maupun melihat data putusan diperoleh kesimpulan bahwa apa yang
telah dilakukan oleh pengadilan tersebut pada prmsipnya telsh sesuai dengan apa yang
diatur dalam Undang-undang No.31 Thn. 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Perkara Koneksitas

Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), dijelaskan bahwa koneksitas merupskan “Tindak pidana yang dilakukan
bersama-sama oleh mereka yang termasuk linglangan peradilan umum dan lingkungan
peradilan militer “. Hal ini dapat disimpulkan apabila suatu peristiwa pidana dilakukan
bersama-sama oleh orang sipil yang tunduk pada peradilan umum dan orang/anggota ABRI
yang tunduk pada peradilan militer maka dalam tindak pidana tersebut terdapat koneksi
antara orang sipil dan anggota ABRI. Dengan adanya koneksitas antara dua kelompok yang
tunduk pada dua peradilan yang berbeda, pembentuk UU berpendapat lebih efektif untuk
sekaligus menarik mereka dalam satu lingkungan peradilan saja. Pemeriksaan dan peradilan
yang seperti ini disebut pemeriksaan dan peradilan konneksitas.

Dalam Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer, perkara
koneksitas diatur dalam Pasal-pasal 198-203, yang sclengkapnya berbunyi ;

Pasal] 198
(1) Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk justisiabel

peradilan militer dan justisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecusali apabila menurut Keputusan
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Menteri dengan persetujuan  Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan
diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

(2) Penyidikan perkara pidana scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
suatu Um telap ysang terdiri dari Polisi Militer, Oditur dan Penyidik dalam
linmgkungan peradilan umum, sesusi dengan wewenang mercka masing-masing
menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

(3) Tim sebagimana dimaksud pada yata (2) dibentuk dengan surat keputusan bersama
Menteri dan Mcnteri Kehakiman

Pasal 199

(1) Untuk menentapkan apakah Pengadilan dalam lingkungan peradilen militer atau
Pengadilan dalam lintgkungan peradilan umum yang akan mengadili perkara pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1), diadakan penclitian bersama oleh
jaksa/jaksa tinggi dan oditur atas dasar hasil penyidikan tim sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 198 ayat (2)

(2) Pendapat dari penelitian bersama tersebut dituangkan dalsm berita acara yang
ditandatangani oleh para pihak sebagaimana dimaksud pads ayat (1).

(3) Apabila dalum penclitian bersama itu terdapat persesuaian pendapat tentang
Pengadilan yang berwenang mengedili perkara tersebut, hal itu dilaporkan oleh
Jaksa/Jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan olch Oditur kepada Oditur Jendral.

Pasal 200

(1) Apabila menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pesal 199 ayat (3) titik
berat kerugian yang ditimbulkan olch tindak pidsna tersebut terletak pada
kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh Pengadilan di
lingkungan peradilan umum, perwira Penyerah Perkara segera membust surat
keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur kepada penuntut
umum, untuk dijadikan dasar pengajuan perkara tersebut kepada pengadilan negeri
yang berwenang,

(2) Apabila menurut pendapst sebsgaimnana dimaksud - pada ayat (1), titik berat
kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada -kepentingan
militer sehingga perkars pidans iw harus diedili oleh Pengadilan di lingkungan
peradilan militer, pendapat sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (3) dijadikan
dasar bagi Oditur Jendral untuk mengusulkan kepada Menteri, agar dengan
persctujuan Menteri Kehakiman dikeluarkan Keputusan Menteri yang menctapkan,
bahwa perkars pidana terscbut diadili olch Pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer

(3) Swat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar bagi Perwira
Penyeruh Perkara dan Jaksa/Jaksa Tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut
kepada Pengadilan Militer/Pengadilan Militer Tinggi.

Pasal 201
(1) Apabila perkara disjukan kepada Pengsdilan Negeri sebgaimana dimaksud dalem
Pasal 200 ayat (1), berits acara penieriksaan yang dibuat olch tim sebagimana
dimaksud dslam Pasal 198 ayet (2) dibubuhi catatan oleh Penuntut umum yang
mengajukan perkara, bahwa berita acara tersebut telah diambil alih olehnys.
(2) Ketentuan sebagimana dimaksud pada syat (1) berlaku jugs bagi Oitur apabila
perkara terscbut akan digjukan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan

militer
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Pasal 202

(1) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat (1) terdapat
perbedean antara Penuntut Umum dan Oditur, mereka masing-masing melaporkan
perbedaan pendapat secara tertulis dengan disertai berkas perkara yang bersangkutan
melalui Jaksa tinggi kepada Jaksa Agung dan Oditur Jendral.

(2) Jaksa Agubng dan Oditur Jendral bermusyawarah untuk mengambil keputusan guna
mengakhiri perbedaan pendapat sebagaimana dimsksud pada ayat (1)

(3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Agung dan Oditur Jendral,
pendapat Jaksa Agung yang menentukan.

Pasal 203

(1) Dalam hal perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) diadili
olch Pengadilan dalam lingkungan persdilan umum atau Pengadilan dalam
lingkungan peradilan milter, yang mengadili perkara tersebut adalah Majelis Hakim
yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim.

(2) Dalam hal Pengadilan dalam linkungan peradilan umum yang menggdili perkara
pidana sebagiman dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) majelis Hakim terdiri dari
Hakim Ketus dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Hakim
Anggota yang masing-masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan dalam

- lingkungan peradilan umum dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer,

(3) Dalam hal Pengadilan dalam linkungan peradilan militer yang mengadili perkara
pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) majelis Hakim terdiri dari
Hakim Ketua dari Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dan Hakim
Anggota yang masing-masing ditetapkan secara berimbang dari Pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang
diberi pangkat militer tituler

(4) Ketentuan scbagimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi
Pengadilan Tingkat banding.

(5) Menteri Kehakiman dan Menteri secara timbal-balik mengusulkan pengangkatan
Hakim Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayst (3) dan ayat (4).

Apabila kita perhatikan ketentuan mengenai koneksitas di atas, tidak berbeda halnya

pengaturan yang terdapat dalam KUHAP yang mengatur masalah yang sama yang terdapat

pada Pasal-pasal 89, 90, 91, 92, 93 dan 94. Namun demikian aturan yang diperuntukkan bagi

anggots militer berdasarkan adagium lex specialis derogat legi generali adalah ketentuan

hukum acara yang terdapat dalam Undang-undang No.31 Thn.1997.

Prinsip yang terdapat dalam Pasal 198 Undang-undang No.31 Thn.1997 jo. ini juga

scjalan dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, terutama bagi pelaku

yang merupakan justisisbel peradilan militer yaitu menggunakan ketentuan yang

meringankan tersangka. Secara teoritis memang menguntungkan militer tersebut. Bukankah

kemandirian peradilan militer juga dimakdsudkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih
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berat. Namun dalam prakteknya tidak demikian, hal ini banyak tergantung pada rasa
perianggungjawaban hati nurani dari hakim yang bersungkutan(E.Y Kanter dan SR.
Sianturi, 1981: 40).

Menurut ketentuan ini perkara koneksitas dapat juga diadili oleh mahkamah militer,
akan tetapi dalam prakteknya banyak terjadi perkara-perkara koneksitas diadili secara
terpisah). Maksudnya justisiabel peradilan militer diadili oleh mahkamah militer dan non-
justisiabel peradilan militer akan diadili oleh peradilan umum. Pemisahan persidangan
perkara koneksitas ini ternyata lebiih banyak aspek negatifnys daripada positifnys. Yang
pertama, pasti Pasal 189 Undang-undang No.31 Thn.1997 tidak dilaksanakan, Yang
kedusa,terdapat dua macam kepribadian hakim yang menjatuhkan putusan yang pasti akan
terdapat perbedaan hati nurani yang juga akan berakibat kurang seimbangnya putusan yang
dijatuhkan masing-masing. Yang lebih parah apabila pemisahan tersebut secara diam-diam
ada hubungannya dengan barang sitaan yang diperkirakan akan dirampas untuk negara
misalnya, barang-barang hasil penyelundupan yang dilakukan secara bersama-sama. Ada
kecenderungan untuk secara sepihak menyelesaikan barang bukti itu setelah dirampas
negara. Segi positifnya yaitu‘ adanya kebanggaan (yang harus dipelihara) dari seorang
militer yang akan terganggu apabila ia disidangkan oleh petugas-petugas dari peradilan
umum. Pada dasarnya para petugas militer lebih mengetahui ilmu kejiwaan
militer(E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 1981: 40). Sehubungan dengan perkara koneksitas
pada perkembangannya hingga saat ini schagaimana diatur dalam : (E.Y Kanter dan SR.
Sianturi, 1981: 40)

1. Pasal 72 Undang-undang No.14 Thn.1970 Undang-undang tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang No.35 Thn. 1999 ;
2. Pasal 25 Undang-undang No.3 Thn.1971 tentang Korupsi Jo. Undang-undang

Undang-undang No. 31 Thn.1999, Pasal-pasal: 39, 40,

3. Keppres No.73 Thn.1967 Jo. Surat Edaran Ketus Mahkamag Agung (tentara)
No.445/KM/521/NAI/1967 (No.4 Thn.1967) tentang mengadili perkara-perkara

penyelundupan;
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4. Keputusan bersama Menkeh, Menhankam/Pangab, Ketua MA dan Jaksa Agung RI
No.Kep/B./61/X1I/1971 tentang penyelesaian perkara koneksitas, yang pada
prinsipnya kecuali No.3 tidak menyimpang dari klausula Pasal 4 Undang-undang
No. 5 Thn.1950. Hanya untuk menentukan Msahkamah/pengadilan di lingkungan
peradilan mana yang akan mengadilinya ditetapkan pedoman untuk mencapai
kemufakatan cara penyidangannya, yaitu:

a) Titik berat kerugian, apabila titik berat kerugian yang ditimbulkan kejahatan
tersebut lebih banyak menyangkut kepentingan umum, maka pengadilan umum
yang menyidangkannya, dan apabila lebih banyak menyangkut kepentingan
militer maka mahkamah militer yang mnengadilinya..

b) Sifat kejahatannya, apakah kejshatan tersebut lebih bersifat umum atsu militer.

c¢) Peranan jumlah pelaku; apakah = jumlah pelakunya lebih banyak militer atau
sebaliknya dan siapa yang berperan.

d) Mahkamah/pengadilan dalam lingkungan peradilan manapun yang akan
menyidangkannya terdiri hakim sipil dan militer.
5. Jndang-undang No. 8 Thn. 1981 tentang KUHAP, Pasal-pasal 89-92.
6. Undang-undang No.31 Thn. 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal-pasal 198-203.
Dalam UU Pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kita mengenai empat
lingkungan peradilan, yang mana masing-masing peradilan mempunyai kewenangan
masing-masing, yang terpisah dan berdiri sendiri-sendini. Setiap lingkungan peradilan
mempunyai kompetensi absolut, artinya secara mutlah wewenang satu lingkungan peradilan
tidak boleh dimasuki adtu dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain Misalnya saja
linkungan pergdila.n umum tidak nmungkin dicampuri oleh lingkungan peradilan militer,
demikian pula sebaliknya. Nariun dalam hal-hal tertentu seperti dalam konneksitas temyata
pembentuk UU memberikan perkecuslian yaitu memberi kemungkinan untuk menyimpang
dari prinsip kompetensi absolut. Dengan ketentuan dan syarat apabila dalam suatu tindak
pidana dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok pelaku yang masing-masing takluk
dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, dapat diadili dalam satu
lingkungan peradilan saja. Mungkin diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan
* umum. Bisa juga diperiksa dan diadili di lingkungan peradilan militer. Adapun dasar hukum
pengaturan perkara konneksitas diatur dalam Pasal 22 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman UU

No.14 Thn.1970 jo. Undang-undang No.35 Thn.1999, selanjutnya apa yang diatur dalam
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Pasal 89 KUHAP dan Pssal 198 Undang-undang No.31 Thn.1997 merupakan pelaksanaan
dar;i Pasal 22 tersebut.

Kapan perkara koneksitas diperksa dan diadili dalam lingkungan peradilan militer,
sebagai pengecualian dari Pusal 89 ayat (1). Untuk penentuannya Pasal 90 KUHAP
menegaskan. Bahwa: Untuk menentukan apakah lingkungan peradilan militer yang
berwenang memeriksa dan mengadili suatu perakara koneksitas diukur dari segi kerugian
yang ditimbulkan tindak pidana itu. Apabila kerugian yang ditimbulkan tindak pidana titik
berastnya adalah kepentingan militer sekalipun pelakunys lebih banyak dari kalangan sipil,
maka pemeriksaan perkara konneksitas akan dilakukan oleh lingkungan peradilan militer.

Seperti diketahui dalam perkara koneksitas terdapat dua kelompok yang bersama-
sama melakukarn tindak pidana yang M®I dari dua lingkungan peradilan yang berbeda
yaitu lingkungan peradilan umum dan militer. Dalam Pasal 89 ayat (2) menentukan cara dan
aparat yang berwenang melakukan penyidikan perkara koneksitas. Aparat penyidik
koneksiats terdiri suatu tim tetap yang terdiri dari unsur:

1. Unsur penyidik Polri ;
2. Polisi militer dan
3. Oditur Militer atau Oditur milier Tinggi .

Cara bekerjanya tim tetap ini disesuaikan dengan penggarisan dan batas-batas wewenang
-yang ada pada masing-masipg unsur tim. Bertolak pada wewenang masing-masing unsur
tim, berarti cara pemeriksaan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan: tersangka pelaku
sipil diperiksa unsur penyidik Polri; tersangka pelaku anggota ABRI diperiksa oleh penyidik
unsur Polisi Militer dan Oditur Militer. Tim tetap penyidik perkara koneksitas ini dibentuk

berdasarkan keputusan bersama Menhankam dan Menteri Kehakiman.
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4. Prosedur Penanganan Perkara Koneksitas

Pengaturan prinsip koncksitas sebagaimana diatur dalam Pasal 198 ayat (1):
Pemeriksaan perkara konneksitas menjadi kewenangan lingkungan peradilan umum. Namum
sebagai pengecualian pemeriksaann koneksitas dspat di lakukan di lingkungan peradilan
militer, manakala :

- Ada Keputusan Menhankam yang mengharuskan perkara koneksitas diperiksa dan
diadili oleh lingkungan peradilan militer, |
- Keputusan Menhankam dimaksud telah mendspat persetujuan dari Menteri Kehakiman
bahwa perkara konneksitas tadi diperiksa dan diadili oleh lingkungan peradilan militer.
Ketentuan di atas semcnjak diundangkannya Undang-undang No.35 Thn.1999 pada 31
Agustus 1999 “Perubshan atas Undang-undang No.14 Thn.1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman” tidak lagi menjadi kewenangan Menhankam dan
Menkeh untuk menentukan kewenangan peradilan umum atsu peradilan militer untuk
memeriksa perkara koneksitas melainkan menjadi kewenangan Ketua Mahkamah Agung
untuk menentukannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum dan
Penjelasan Pasal I angka 3 Undang-undang No.35 Thn. 1999, yang pada prinsipnya memberi
kewenangan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menentukan pemeriksaan perkara
koneksitas.

Untuk menentukan lingkungan peradilan mana yang yang akan memeriksa dan
mengadili suatu perkara koneksitas: Pertama, akan diadakan penelitian bersama, atas hasil
pemeriksaan penyidikan yang telsh dilakukan oleh tim penyidik, yang terdiri dari Jaksa
atau jakss tinggi dan oditur militer atau oditur militer tinggi. Selamjutnya hasil dari
penelitian bersama atas hasil pemeriksaan penyidikan dituangksn dalam berita acara dan
ditandatangai oleh masing-masing pihak peneliti. Ada kalanya hasil penelitian bersama itu
bersesuaian dan ada kalanya tidak. Jika terdapat persesuaian pendaPat antara jaksa/jaksa
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tinggi dan oditur militer/oditur militer tinggi, persesuaian itu dilaporkan oleh jaksa/jaksa

lingg) pada jaksa agung, olch oditur militer/oditur militer tinggj kepada oditur jendral ABRI,,

Kalau persesuaian pendapat tadi telah menetapkan titik berat kerugian yang ditimbulkan

tindak pidana adalah kepentingan umum, berarti:

Perkara koncksitas tersebut diperiksa dan diadili olch lingkungan peradilan umum;
Perwira penyerah perkara (Papera) harus segera membuat surat keputusan penyerahan
perkara

Penyerahan perkara dilakukan oleh Papera kepada penuntut umum melalui oditur/oditur
militer tinggj; |

Oleh penuntut umum surai’ keputusan penyerahan perkara yang diperbuat olch Papera
dijadikan dasar pengajuan perkara koneksitas kepada hakim dan disidangkan pada sidang
pengadilan negeri yang berwcnang berdasar kompetensi relatif;,

Pada waktu hendak mengajukan perkara koneksitas ke sidang pengadilan negeri yang
berwenang, penuntut umum harus membuat catatan pada berita acara pemeriksaan
penyidikan yang dilakukan olch team penyidik. Catatan itu berisi bahwa penuntut umum
telah mengambil alih berita acara hasil pemeriksaan tim penyidik dimaksud .(Pasal 92

ayat(1)

Namun kalau persesuaian pendapat antara anggota peneliti  menentukan bahwa titik berat

kerugian adalah kepentingan militer, maka:

perkara koneksitas tersebut harus diperiksa dan diadili dalam lingkungan peradilan
militer;

persesuaian pendapat tentang lingkungan peradilan militer yang berwenang memeriksa
dan mengadili , menjadikan dasar bagi oditur jendral ABRI untuk :

e mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung agar dikeluarkan surat keputusan

menetapkan bahwa perkam koncksitas diadili olch peradilan militer;
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® dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Apung tersebut menjadi dasar bagi
pepera dan jaksa/jaksa tinggi untuk menyerahkan berkas perkara kepada mahkamah
militer dan mahkamah militer tinggi;

e apabila prerkara diajukan ke mahkamah militer, maka dalam berita acara hasil
pemeriksaan team penyidik dibuat catatan oleh oditur militer/oditur militer tinggi.
Catatan tersebut berisi bahwa oditur/oditur militer tinggi mengambil alih berita
acara yang diabuat team penyidik (Pasal 92 ayat )

Jika terdapat perselisihan pendapat, apabila antara anggota peneliti yakni antara jaksa dan

oditur militer terjadi perbedaan pendapat mengenai peradilan mana yang akan memeriksa

dan mengadili perkara koneksitas, maka:

- masing-masing pihak  melaporkan perbedaan pendapat tersebut pada atasannya.
Jaksa/Jaksa tinggi melaporkan pada Jaksa Agung, sedang Oditur Militer/Oditur Militer
Tinggi melaporkan pada Oditur Jendral ABRL iaporan tersebut harus dibuat secara
tertulis.

- Sctelah mencrima laporan tersebut, Jaksa Agung, Oditur Jendral ABRI mengadakan
musyawarah untuk menentukan dan mengambil keputusan atas perbedaan pendapat
antara Jaksa dan Odituir militer yang dumaksud;

- Apabila musyawarah anatar Jaksa Agung dan Oditur Jendral ABRI tidak adak
persesuaian pendapat, maka pendapat yang menentukan adalah pendapat jaksa agung,

Susunan majelis koneksitas

Berdasarkan ketentuan Pasal 203 Undang-undang No.31 Thn.1997, susunanan hakim
mayjelis dalam pemeriksaan sidang koneksitas dika,-kan dengan lingkungan peradilan yang
mengadili perkara koneksitas, terdapat dua Jenis susunan majelis, yaitu:

Apabila perkara koneksitas diperiksa dalam lingkungan peradilan umum, susunanannya

majelis hakim terdiri atas:
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sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim,
hakim ketua majelis diambil dari peradilan umum/pengadilan negeri,
hakim anggota diambil secara seimbang dari lingkungan peradilan umum dan peradilan

militer.

Apabila perkaranya diadili oleh lingkungan peradilan militer maka susunanan majelisnya :

hakim ketua dan lingkungan peradilan militer;

hakim anggota diambil secara scimbang dari lingkungun peradilan umum dan peradilan
militer;

hakim anggota yang berasal dari peradilan umum diberi pangkat militer “tituler”

yang mengusulkan hakim anggota adalah menteri kehakiman dan Menhankan secara

limbal-balik.

Susunan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara koneksitas di tingkat pertama di atas

berlaku untuk susunan majelis hakim pada tingkat pemeriksaan banding.

Demikian, prosedur penanganan perkara koneksitas. Apabila dikaji lebih teliti maka

akan menyiratkan kesan bahwa persidangan terhadap perkara koneksitas sungguh rumit dan

panjang. Sehingga dapat dimaklumi apabila dalam prakteknya seringkali tidak dilaksanakan,
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BAB VI
PENUTUP
A, Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan
sebagai berikut:

1. Tindak pidana militer adalah tindak pidans yang dilakukan oleh seorang yang tunduk
pada justisisbel peradilan militer, baik jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHPM
maupun tindak pidana yang diatur di luar KUHPM, termasuk KUHP, Undang-undang
Tindak Pidana Korupsi dan sebagainya.

2. Prosedur penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana militer menjadi jurisdiksi
peradilan militer untuk memeriksa dan memutus, hal ini sebagaimana diatur dalam
Undang-undang No.31 hn.1997 tenang Peradilan Militer. Peranan yang sangat besar
untuk mengajukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan terhadap seorang militer
berada ditangan Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) dan Papera (Perwira
Penyerah Perkara).

3. Perkara koneksitas adalsh suatu perkara tindak pidana yang dilakukan secara bersama-
sama bagi 1sereks yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan pidana, terhadap
mereka akar: diperiksa dan diadili di peradilan umum.

4. Proses per criksaan perkara koneksitas secara prinsipil dilakukan di lingkungan
peradilan ‘imum, namun dapat dikecuslikan pemeriksaannya di lingkungan' peradilan
militer msnakala kepentingan militer yang lebih banyak dirugikan. Kewenangan untuk
menentuk:n pemeriksaan perkara koneksitas berada di tangan Ketua Mahkamah Agung,

-
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B. Saran

1. Memperhatikan hukum pidana militer sebagai hukum pidana khusus yang diperuntukkan
bagi pelaku tindak pidana yang notabene seorang militer ada perbedaan pemberlakuan
undang-undang hukum pidana bagi orang militer dan orang sipil, hal tersebut memang
dimungkinkan secara asas, mengingat kualitas pelaku seorang militer yang berdasarkan
Pasal 52 KUHP sangat diperlukana untuk adanya pemberatan penerapan pidananya.

2. Memperhatikan prosedur pananganan terhadap pelaku seorang militer, terhadapnya
berlaku ketentuan Undang-undang No.31 Thn.1997 tentang Peradilan Militer yang
memberi wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada Ankum/Papera yang
tidak lain adalah atasan dari pelaku, menimbulkan kesan bahwa objektifitas penanganan
perkara masih diragukan. Untuk itu perlu upaya yang sungguh-sungguh dalam
menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang notabene adalah seorang militer.
Kalau terbukti melakukan tindak pidana harus ada pemberatan terhadap ancaman

pidananya

| MILIE
PERPUSTAKAA
UNITERSITAS AIRLANGw~
' SURABAYA
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